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BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkanhasil

penelitian,analisis,danpembahasan,dapatditariksimpulansebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum preventif bagi dokter melalui

Hospital By-Laws Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru

adalahjaminan perlindungan hukum,legal administratif,

kewenangan praktik profesi / asuhan klinis, pengaturan praktik

klinis, mutu pelayanan medis, penyediaan sarana dan prasarana

pelayanan kesehatan yang bermutu serta larangan dan sanksi.

2. Bentuk perlindungan hukum represif bagi dokter melalui Hospital

By-Laws Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru adalahpenanganan

komplain dan klaim, investigasi, penyelesaian, dan pembiayaan

kasus sengketa medis.

3. Model implementasi kebijakan perlindungan hukum bagi dokter

di Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru adalah model kesesuaian,

yaitu terdapat kesesuaian antara program, manajemen selaku

pelaksana, dan dokter selaku penerima manfaat.  Faktor-faktor

yang memengaruhi implementasi model perlindungan hukum

bagi dokter di Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru adalah

komunikasi yang baik, sumber daya yang memadai, disposisi
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yang berkomitmen, dan struktur birokrasi yang sederhana namun

efisien.

B. Saran

Beberapasarandaripenelitisetelahmelakukanpenelitianiniadalahsebagai

berikut:

1. Bagi Pemerintah

a. Hasil temuan bentuk perlindungan hukum preventif dan

represif bagi dokter dari penelitian ini dapat menjadi masukan

bagi pembuat kebijakan khususnya Kementerian Kesehatan

Republik Indonesia dalam menyusun peraturan tentang

perlindungan hukum bagi dokter dan tenaga Kesehatan.

b. Bagi Lembaga Akreditasi Rumah Sakit agar dapat

memasukkan perlindungan hukum bagi dokter dan tenaga

kesehatan lainnya sebagai salah satu kriteria penilaian

akreditasi rumah sakit.

2. Bagi Rumah Sakit

a. Dalam Menyusun Hospital By-Laws diharapkan rumah sakit

memenuhi unsur materi minimal yang harus diatur berdasarkan

ketentuan yang terdapat dalam Keputusan Menteri Kesehatan

Nomor 772/MENKES/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan

Internal Rumah Sakit (Hospital By-Laws) dan Peraturan

Menteri Kesehatan Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang

Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit.
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b. Temuan bentuk-bentuk perlindungan hukum pada penelitian

ini juga dapat menjadi literatur bagi rumah sakit lain yang akan

menyusun Hospital By-Laws khususnya terkait perlindungan

hukum bagi dokter.

c. Dalam perlindungan hukum represif disarankan pada rumah

sakit agar dapat membentuk tim atau unit khusus yang

menangani kasus sengketa medis.

d. Rumah sakit perlu menerapkan manajemen risiko terkait

kemungkinan terjadinya sengketa medis dan menyusun road

map penanganan kasus sengketa medis.

3. Bagi Dokter

a. Agar senantiasa dapat membaca dengan seksama terkait

dengan Hospital By-Laws, Standar Prosedur Operasional, dan

Perjanjian Kerja di rumah sakit dimana mereka bekerja

sehingga mengetahui hak dan kewajiban yang harus dijalankan.

b. Mematuhi dan menjalankan Hospital By-Laws dan Standar

Prosedur Operasional yang ada di rumah sakit masing-masing

agar mendapat perlindungan hukum secara optimal.

4. Bagi Peneliti selanjutnya

a. Model perlindungan hukum bagi dokter yang didapat masih

dapat dikembangkan dengan melakukan penelitian yuridis

normatif dan penelitian kuantitatif sehingga bisa didapatkan

bentuk lain dari model implementasi kebijakan.



155

b. Disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan terkait

perlindungan hukum bagi dokterpada rumah sakit pemerintah

dan rumah sakit dengan kepemilikan yayasan.

c. Perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan pendekatan

implementasi kebijakan yang lain untuk mendapatkan faktor-

faktor lain yang memengaruhi implementasi model

perlindungan hukum bagi dokter di rumah sakit terutama

faktor-faktor yang menghambat seperti faktor yuridis dan

faktor teknis.

d. Bagi peneliti berikutnya, penelitian tentang perlindungan

hukum bagi dokter masih dapat dilakukan karena masih

ditemukan adanya research gap dari hasil penelitian ini

dengan penelitian-penelitian sebelumnya.
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